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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LEBAK 

 

 

KEPUTUSAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK 

 
Nomor : 07/HK.03.1/3602/2022 

 

TENTANG 
 

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK 

TAHUN 2022 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK, 

 

 

Menimbang 

 

: 

 

a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Lebak berkewajiban menyusun 

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang 

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);                                                                

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 
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Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1168); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1235); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelakasanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; 
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Salinan sesuai dengan aslinya   

SEKRETARIAT     

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK 

Kasubbag Hukum,    

      

      

Muhamad Taufik    
 

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  

Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022              

tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim 

Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan 

Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;                                                                 

 

 

                        

                       MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan
  

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

LEBAK TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022. 

KESATU    : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak 

Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA 

 

: Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak tanggal ditetapkan 

sampai dengan bulan Desember tahun 2022. 

       

      
            

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN LEBAK, 

 
 

ttd. 

 

                       NI’MATULLAH 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung                             
pada tanggal  02 Februari 2022 
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√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1. Meningkatnya kesadaran pegawai 
terhadap kegiatan kantor, responsif 
terhadap kegiatan kantor, at 
bertanggung jawab atas pembagian 
tugas oleh atasan, serta terlibat aktif 
dalam progres pelaksanaan kegiatan 
kantor

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Tersampaikannya program Reformasi 
Birokrasi KPU Kabupaten Lebak pada 
masyarakat umum, terlaksananya 
pengisian lembar survei persepsi 
terhadap pelayanan yang 
menunjukkan bahwa publik 
mengetahui program Reformasi 
Birokrasi yang dijalankan, serta 
adanya respon positif pengakses 
media sosial KPU Kabupaten Lebak

√ √ √ √

2. Penataan Peraturan 
Perundangan/Deregulas
i kebijakan

1. Menata dokumen/ arsip produk 
hukum tentang Pemilu dan Pemilihan 
serta Pemerintahan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Melakukan Penalaahan terhadao 
produk-produk hukum KPU dan 
peraturan Perundang-undangan 
lainnya

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1. Merumuskan draf keputusan Ketua 
KPU Kabupaten Lebak

1. Terbitnya surat Keputusan KPU 
Kabupaten Lebak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Merumuskan Draf Keputusan 
Sekretaris KPU Kabupaten Lebak

2. Terbitnya Surat Keputusan 
Sekretaris KPU Kabupaten Lebak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

TAHUN 2022

PELAKSANAAN (BULAN)

3 4 5

Melaksanakan kegiatan Reformasi 
Birokrasi

Meningkatnya disiplin seluruh jajaran 
pegawai dan pejabat yang meliputi 
disiplin pakaian dinas, disiplin jam 
kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, 
serta tugas lain dari atasan dan 
munculnya inisiatif para pegawai

KET

Memelihara, mengamankan 
melestarikan dan mengarsipkanproduk-
produk hukum dan peraturan 
perundang-undangan lainnya

Tertatanya dan terpeliharanya arsip dan 
dokumen produk-produk hukum dan 
peraturan perundang-undangan lainnya

Mempelajari dan menalaah setiap 
produk-produk hukum KPU dan 
peraturan Perundang-undangan lainnya

Terciptanya pengertian dan pemahaman 
yang benar terhadap produk-produk 
hukum dan peraturan perundang-
undangan

NO

1.

PROGRAM KEGIATAN

Manajemen Perubahan

3 Merumuskan produk-produk hukum 
berupa Keputusan-Keputusan KPU 
Kabupaten Lebak

Melakukan sosialisasi internal kegiatan 
Reformasi Birokrasi melalui pemasangan 
banner slogan dan budaya kerja pada 
tempat strategis di kantor 

KEGIATAN SUB KEGITAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Melakukan Pembangunan Komitmen 
bersama seluruh Jajaran Pegawai an 
Pejabat untuk melaksanakan Reformasi 
Birokrasi secara konsisten dan 
melakukan perubahan mental

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 07/HK.03.I/3602/2022
TANGGAL : 02 Februari 2022
TENTANG : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022
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PELAKSANAAN (BULAN)

3 4 5

KETNO PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGITAN INDIKATOR KEBERHASILAN

4.  1. Mensosialisasikan dan 
menyampaiakan informasi hukum 
dan produk-produk hukum terhadap 
internal KPU Kabupaten Lebak

1. Tersampaikannya Informasi hukum 
dan Produk-Produk Hukum kepada 
Internal Kpu Kabupaten Lebak √ √

2. Mensosialisasikan dan 
menyampaikan informasi hukum dan 
produk-produk hukum terhadap 
masyarakat melalui Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum 
(JDIH)

2. Tersampaikannya informasi hukum 
dan produk-produk hukum kepada 
masyarakat melalui JDIH KPU

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. Menyampaikan Laporan Triwulan 
dan tahunan Penglolaan Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum 
(JDIH) KPU Kab. Lebak

3. Adanya Dokumen Laporan 
Pengadaan Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum √

1. Mendorong Pegawai dipekerjakan 
untuk alih status 

1. Menyetujui mutasi keluar pegawai 
secara selektif

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. memberikan kesempatan seluas-
luasnya dalam hal mutasi masuk 
pegawai √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. Peningkatan pemahaman akan 
Tupoksi

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Penguatan Tata 
Laksana

1. Menyusun SOP dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan, yaitu 
melaksanakan rapat pleno 
membahas pelaksanaan kegiatan, 
rapat sekretariat untuk menjabarkan 
hasil rapat pleno, serta 
melaksanakan kegiatan yang telah 
direncanakan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Menentukan website dan media 
sosial resmi yang digunakan oleh 
KPU Kab. Lebak

√

Meminta kepada pegawai dipekerjakan 
untuk membuat pernyataan kesediaan 
alih status

Semua pegawai dipekerjakan 
mengajukan dan mengikuti tes alih 
status serta menatausahakan dokumen 
kepegawaian

Tindak lanjut menunggu instruksi dari KPU RI

Ketersediaan jumlah pegawai (ASN) 
sesuai ketentu dalam SE Setjen KPU 
Nomor 5 Tahun 2016 (Kab/Kota 
maksimal sebanyak 17 pegawai) serta 
terdistribusinya seluruh pekerjaan 
kepada pegawai

Kesediaan pimpinan untuk menerima 
mutasi masu pegawai selama masih 
dalam batas ketentuan SE Setjen KPU 
Nomor 5 Tahun 2016

Menyusun dan menentukan target 
penyelesaian pekerjaan oleh atasan 
langsung serta mengevauasi progresnya 
secara berkala

Terselesaikannya pekerjaan dan laporan 
yang memadai serta adanya kesigapan 
pegawai dalam melaksankan Tupoksi

Tersusunnya dan terlaksananya SOP 
dalam setiap kegiatan

Terbitnya SK KPU Kab. Lebak terkait 
penentuan website dan media sosial 
resmi

3. Penguatan 
Kelembagaan 

2.

1.

Melakukan Sosialisasi Produk-Produk 
hukum KPU dan Peraturan 
Perundang-undangan lainnya kepada 
internal KPU Kabupaten Lebak dan 
masyarakat luas

Melakukan penilaian ketersediaan 
SDM dengan adanya 
penggeseran/mutasi pegawai

Melaksanakan Tata Laksana
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PELAKSANAAN (BULAN)

3 4 5

KETNO PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGITAN INDIKATOR KEBERHASILAN

2. Menerapkan Teknologi Informasi 
yang terintegrasi dalam 
penyelenggraan kegiatan di KPU

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1. Melakukan penguatan Tim PPID 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Melakukan Pemilihan Informasi

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. Meningkatkan Publikasi Kegiatan 
KPU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1. Memetakan arsip termasuk penataan 
dokumen/informasi (hardcopy 
maupun digital) secara baik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Melakukan kerjasama dengan Badan 
Arsip dan Perpustakaan Daerah 
dalam penataan dan penyimpanan 
arsip Pemilu

1. Meningkatkan Kapasitas Pegawai

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Pemilihan pegawai 
teladan/berprestasi

√

6. Penguatan
Akuntabilitas

1. Penguatan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja

1. Penyusunan dan Penetapan Renstra 
Satuan Kerja √ √

2. Review Renstra Satuan Kerja √
3. Penetapan Kinerja menerapkan 

reward and punishment
1. Adanya Dokumen Penetapan Kinerja 

Hingga Level √ √ √

Melakukan pengisian data pada aplikasi 
yang berbasis online

Terisinya aplikasi berbasis online 
dengan baik, benar, sesuai target waktu 
yang telah ditetapkan serta dapat 
diakses datanya apabila diperlukan, 
diantaranya Sipaw, Siparmas, e-Monev, 
e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (Satu 
DJA), e-Rekon LK dan Sirup

Tersedianya struktur PPID (SK), 
terlaksananya pemenuhan terhadap 
permintaan informasi publik, serta 
tersedianya laporan pelaksanaan PPID
Terpilahnya informasi, antara lain 
informasi publik (informasi yang wajib 
diumumkan secara serta merta, 
informasi berkala dan informasi yang 
tersedia setiap saat) serta informasi non 
publik (informasi dikecualikan)
Meningkatnya respon dari masyarakat 

Tertatanya dan mudahnya pencarian 
dokumen

Tersimpannya arsip Pemilu di Badan 
Arsip dan Perpustakaan Daerah

Melaksanakan kegiatan knowledge 
sharing

Meningkatnya kemampuan pegawai, 
baik yang menunjang tupoksi maupun 
diluar tupoksi, pengembangan kapasitas 
jurnalistik, pengembangan pemenuhan 
dokumentasi yang informatif, 
multimedia, serta pembuatan slide 
pemaparan

Melakukan penilaian terhadap kinerja 
pegawai

Terpilihnya pegawai berprestasi secara 
tepat pegawai (objektif), tepat 
pelaksanaan, dan tepat pelaporan

Renstra Satuan Kerja

Renstra Hasil Review

5. Sistem Manajemen 
Sumber Daya
Manusia

3.

4.

Menerapkan keterbukaan informasi

Menerapkan sistem kearsipan yang 
andal
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PELAKSANAAN (BULAN)

3 4 5

KETNO PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGITAN INDIKATOR KEBERHASILAN

2.  Persentasi Capaian Kinerja 
merupakan unsur Reward and 
Punishment

√ √ √ √ √ √
3. Peta Strategis yang mengacu pada 

kinerja utama organisasi dan 
dijadikan dalam penetuan kinerja 
seluruh pegawai

√ √ √ √ √ √

a. Jumlah Program

b. Jumlah kegiatan

c. Jumlah Program yang mendukung 
tercapaianya kinerja utama 
organisasi

d. Jumlah Kegiatan yang mendukung 
kinerja utama organisasi

5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi 
untuk menciptakan efektifitas dan 
efesiensi anggaran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6. Pengukuran Capaian Kinerja Unit/ 
Satuan Kerja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1. Adanya rencana tindak lanjut dan 
pelaksanaan tindak lanjut atas 
evaluasi capaian kinerja unit/ satuan 
Kerja

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Review Lakip Unit/ Satuan Kerja √
8. Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja √ √

1. Terisinya aplikasi e-lapkin √
2. Data e-lapkin Unit/ Satuan Kerja 

Termutakhir √ √
1. Persentasi jumlah pegawai pengelola 

akuntabilitas kinerja yang 
memperoleh pelatihan

√ √ √ √ √ √ √

2. Pengelola PPBJ bersertifikat √ √ √ √ √ √ √
3. Pembagian Jabatan Fungsional yang 

terkait dengan akuntabilitas kinerja:
A. JF Analis Pengelola Keuangan

B. JF Pengelola Pengadaan Barang 
dan Jasa

2. PersentasePBJ yang berstatus JF 
Pengelola Barang dan Jasa √

C. JF Perencana 3. Persentase Pengelola Perencana yang 
berstatus JF Perencana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Adanya program kegiatan :4. 

Adanya aplikasi terintegrasi telah 
dimanfaatkan untuk menciptakan 
efektivitas dan efisiensi anggaran

Persentase Capaian Kinerja unit/ satuan 
kerja

Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja 
Tepat Waktu

1. Persentase Pengelola Keuangan yang 
berstatus JF Pengelola Keuangan

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Anggaran yang 
efektif dan efisien

 Evaluasi Capaian Kinerja Unit

Pemutakhiran data Kinerja di aplikasi 
E-Lapkin

Pelatihan SDM Pengelola 
Akuntabilitas Kinerja

7.

1. 

2. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √
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PELAKSANAAN (BULAN)

3 4 5

KETNO PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGITAN INDIKATOR KEBERHASILAN

7. Penguatan Pengawasan 1. Terbentuknya Zona Integritas KPU 
Kabupaten Lebak √

2. Ditandatanganinya fakta Integritas 
oleh para pihak dan saksi √

3. Masuknya Unit Kerja / Satuan Kerja 
dalam penilaian WBK/ WBBN √ √ √ √ √ √

2. Penyusunan Rencana Aksi Zona 
Integritas di lingkungan KPU 
Kabupaten Lebak

√ √ √ √ √ √

1. Dokumentasi kegiatan yang 
terlaksana dari 6 Area Zona 
Integritas di dalam Rencana Aksi 
Zona Integritas

√ √ √ √ √ √

2. Persentasi Kegiatan yang terlaksana 
di dalam Rencana Aksi Zona 
Integritas

√ √ √ √ √ √

1. Dokumentasi Kegiatan monitoring 
dan evaluasi pembangunan ZI √

2. Persentase Pelaksanaan tindak lanjut 
atas monitoring dan evaluasi atas 
rencana kegiatan pembangunan ZI √

3. Melaporkan pembangunan ZI dengan 
didasarkan pada rencana kerja yang 
sudah dilegalkan

√
1. Terisinya LKE ZI

√ √ √ √ √ √
2. Terisinya PMPRB ZI bagi Unit/ 

Satuan Kerja yang ditunjuk √ √ √ √ √ √
1. Pembentukan Unit Pengendali 

Gratifikasi (UPG) √
1. Adanya alat Sosialisasi di Lingkungan 

KPU Kab Lebak √ √ √ √ √ √
2. Adanya Sosialisasi Gratifikasi di 

Lingkungan Unit / Satuan Kerja √ √ √ √ √ √
3. Tanda Tangan Komitmen Anti 

Gratifikasi di Lingkungan KPU Kab 
Lebak

√

3. Public Campaign Anti Gratifikasi
√ √ √ √ √ √

1. Laporan Pengendalian Gratifikasi
√

2. Tindak Lanjut Pengendalian 
Gratifikasi yang sudah dilaksanakan √ √ √ √ √ √

Adanya Rencana Kerja Zona Integritas 
yang dilegalkan

Adanya UPG di lingkungan KPU Kab. 
Lebak

Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi 
kepada Stake holder eksternal

1.

2.

Pembangunan Zona Integritas di 
Unit/ Satuan Kerja

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 
KPU Kabupaten Lebak

Pencanangan Zona Integriras di 
Lingkungan KPU Kab. Lebak

Pelaksanaan Rencana Aksi Zona 
Integritas

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan 
tindak lanjut pembangunan Zona di 
lingkungan KPU Kab Lebak

Pengisian Lembar Kerja Evaluasi 
Zona Integritas (LKE ZI)

Pembangunan Komitmen dan 
Diseminasi atas Peraturan Gratifikasi

Monitoring, evaluasi, pelaporan dan 
pelaksanaan tindak lanjut atas 
pelaksanaan Sistem Pengendalian 
Gratifikasi

1. 

3.

4. 

5. 

2.

4. 
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PELAKSANAAN (BULAN)

3 4 5

KETNO PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGITAN INDIKATOR KEBERHASILAN

3. Pelaksanaan Whistle Blowing Sistem 
KPU

1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa 
diakses oleh publik √

2. Adanya SOP WBS √
3. Adanya Pengelola WBS √

2. Pengelola WBS di lingkungan KPU 
Kab Lebak √

3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan 
Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di 
Lingkungan KPU Kab Lebak √

1. Identifikasi Benturan Kepentingan di 
Lingkungan KPU Kab. Lebak √

2. Penandatanganan Surat Pernyataan 
Benturan Kepentingan bagi Anggota 
dan ASN yang memiliki potensi di 
lingkungan KPU Kab. Lebak

√

3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan 
tindak lanjut atas Pengelolaan 
Benturan Kepentingan √ √

1. Pembangunan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) di 
lingkungan Unit/ Satuan Kerja √

2. Pelaksanaan SPIP :

1. Lingkungan Pengendalian 1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Resiko 2. Penilaian Resiko

3. Kegiatan Pengendalian 3. Kegiatan Pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi 4. Informasi dan Komunikasi

5. Pemantauan Pengendalian Intern 5. Pemantauan Pengendalian Intern

3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan 
Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6. Penanganan Pengaduan Masyarakat 
pada KPU

1. Tersedianya Sarana Penyampaian 
Pengaduan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Adanya pejabat yang mengelola 
pengaduan √ √ √ √ √ √

3. Terdapat Sistem Mekanisme Prosedur 
Pengaduan √ √ √ √ √ √

4. Terdapat Jangka Waktu Penyelesaian 
Pengaduan √ √ √ √ √ √

2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
di Lingkungan KPU Kab. Lebak √

Persentase Pengaduan WBS selesai 
ditindak lanjuti

Laporan Pengelolaan WBS di 
Lingkungan KPU Kabupaten Lebak

Potensi-potensi yang dapat 
menimbulkan benturan kepentingan di 
pelakasanaan tugas dan fungsi di 
Persentase Penandatanganan Surat 
Pernyataan Benturan Kepentingan dari 
Identifikasi benturan kepentingan

Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi 
Pengelolaan Bantuan Kepentingan

Adanya TIM SPIP pada satuan kerja

Terselenggaranya:

Pelaporan Buku Kendali Tepat Waktu

Persentase Pengaduan Masyarakat 
selesai ditindak lanjuti

4.

5.

 Pelaksanaan Pemantauan Benturan 
Kepentingan

Peningkatan SPIP di lingkungan 
Unit/ Satuan Kerja

1.

1.

Pembangunan Aplikasi Whistle 
Blowing System di Lingkungan KPU 
Kab. Lebak

Pembangunan Sistem Pengaduan 
Masyarakat di Lingkungan KPU Kab. 
Lebak

√ √ √ √√ √ √ √ √ √√ √
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3. Monitoring Evaluasi dan Tindak 
Lanjut Pengelolaan Atas Pengaduan 
Masyarakat di Lingkungan KPU Kab. 
Lebak

√

1. Penyampaian LHKPN
√

2. Penyampaian LHKASN
√

1. Pembangunan Unit Kerja Pengadaan 
Barang Jasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3. Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan 

Tindak Lanjut Pengelolaan 
Pengadaan Barang Jasa

√

1. Menyusun SOP pelayanan data dan 
Informasi √

2. Melakukan Sosialisasi SOP Pelayanan 
secara offline (banner) dan online 
(Website dan media sosial) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. Kualitas layanan informasi dan data 
yang cepat  serta akurat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Memusatkan Pelayanan Data dan 
Informasi pada satu tempat yaitu 
PPID

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1. Menyelenggarakan Sosialisasi 
Pendidikan Pemilih di media sosial 
maupun berkunjung secara tatap 
muka sesuai dengan SOP yang 
berlaku 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Pelaksanaan program pembentukan 
kampung demokrasi berdasarkan 
indikator tertentu √ √

3. Penyediaan kotak saran dan aduan 
pada website KPU Kabupaten Lebak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Rangkasbitung, 02 Februari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebak

NI'MATULLAH

Laporan secara berkala hasil 
pengelolaan pengaduan yang telah 
dilakukan meliputi capaian hambatan 
dan rekomendasi penanganan 
pengaduan masyarakat
100% Seluruh Anggota Wajib Lapor 
LHKPN di lingkungan KPU Kab. Lebak

100% Seluruh Anggota Wajib Lapor 
LHKASN di Lingkungan KPU Kab Lebak

Adanya Struktur Pengelolaan Barang 
Jasa di lingkungan Unit/ Satuan Kerja

Persentase Pelayanan Pengadaan Sesuai 
Perpres 16 Tahun 2018

Laporan Pengadaaan Barang Jasa

Tersusunnya SOP pelayanan data dan 
Informasi 

Terpublikasikannya standart pelayanan 
informasi kepada publik melalui layanan 
PPID melalui (banner, Website dan 
media sosial
Persentase Permohonan informasi yang 
ditindaklanjuti melalui PPID sesuai 
dengan SOP

Terpenuhinya permintaan informasi dan 
data secara cepat dan akurt

Persentase yang berkunjung dan 
meminta data /informasi melalui media 
sosial dan yang datang ke KPU 
Kabupaten Lebak meningkat.

Terbentuknya kampung demokrasi di 
kecamatan cileles

Tersedianya kotak saran dan aduan 
pada website KPU Kabupaten Lebak

8. Pelayanan Publik

7.

8.

1.

2.

Peningkatan Integritas Individu

Peningkatan Akuntabilitas 
Pengadaan Barang/ Jasa

Menerapkan standar pelayanan 
dalam pelayanan publik

Meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik

ttd


